[ SALINAN ]

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024
untuk penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur
perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia ...



10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota
Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan ...



Menetapkan

13.

14.

15.
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18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah
ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh
tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
130);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 137);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor
4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Nomor 11);

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
2024.

BABI ...



BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda

Aceh.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Banda Aceh yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota
Banda Aceh.

7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat
KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program

PO

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan RKPD
Kota Tahun 2024.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(2) Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Program
Pembangunan mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2024 memuat:

rancangan kerangka ekonomi Kota;

prioritas program Kota;

rencana kerja; dan

pendanaan dan pembiayaan termasuk di dalamnya

arah kebijakan umum dan program pembangunan

Kota Tahun 2024.

(2) Perubahan RKPD Kota Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi:

poop

a. pedoman ...



a. pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan
Perubahan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota

diundangkan.

Agar setiap orang

pengundangan

Pasal 5

mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Agustus 2024 M

1 Shafar 1446 H

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Agustus 2024 M
1 Shafar 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 33

___Salinan sesuai d n aslinya
T ':KEPALA BA / VAIUKUM
SEKRETARIAT




